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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 

2022, teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah maka 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022 di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6682); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022 di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA 

APARATUR NEGARA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 16) diubah: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara 

terdiri atas : 

a. • gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 



e. tambahan penghasilan pegawai sebanyak persentase sebagai berikut : 

sampai dengan Rp1.999.999,00 sebanyak 25% 

Rp2.000.000,00 s/d Rp2.999.999,00 sebanyak 24% 

Rp3.000.000,00 s/d Rp4.448.999,00 sebanyak 23% 

Rp4.449.000,00 s/d Rp4.998.999,00 sebanyak 22% 

Rp4.999.000,00 s/d Rp6.248.999,00 sebanyak 21% 

Rp6.249.000,00 s/d Rp7.198.999,00 sebanyak 20% 

Rp7.199.000,00 s/d Rp7.499.999,00 sebanyak 19% 

Rp7.500.000,00 s/d Rp8.250.999,00 sebanyak 18% 

Rp8.251.000,00 s/d Rp10.999.999,00 sebanyak 17% 

Rp11.000.000,00 s/d Rp11.999.999,00 sebanyak 16')/0 

Rp12.000.000,00 s/d Rp18.499.999,00 sebanyak 15% 

Rp18.500.000,00 s/d Rp19.999.999,00 sebanyak 14% 

Rp20.000.000,00 s/d Rp28.999.999,00 sebanyak 1313/0 

Rp29.000.000,00 s/d Rp29.999.999,00 sebanyak 12% 

Rp30.000.000,00 s/d Rp36.999.999,00 sebanyak 11% 

Rp37.000.000,00 s/d Rp39.999.999,00 sebanyak 10% 

Rp40.000.000,00 s/d Rp64.999.999,00 sebanyak 9% 

Rp65.000.000,00 ke atas sebanyak 8% 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas 

jabatannya. 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebanyak akumulasi dari Uang 

Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan 

Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas 

pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, paling banyak sebanyak Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas yang diber-ikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah 

tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya 
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2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas : 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan pegawai sebanyak persentase sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf e. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat 

jabatan, atau kelas jabatannya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
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